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ABSTRAK 
 
 
 
Siti Nurcholidah. 5116500180. Upaya untuk menjaga profesionalisme 
ASN salah satunya adalah pemberlakukan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi 
Anggota Partai Politik, yang intinya adalah ASN dilarang menjadi anggota dan 
atau pengurus parpol. 
Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 
pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data sekunder dan data 
primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan 
perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Data yang telah 
terkumpul akan diklasifikasikan dan diketahui gejala gejalanya kemudian 
dihubungkan dengan teori yang ada dan dianalisa secara kualitatif, sehingga 
diperoleh gambaran yang jelas tentang netralitas ASN dalam Pemilukada.   
Berdasarkan  hasil  penelitian adalah 1) bahwa penyelenggaraan kebijakan 
dan manajemen ASN berdasarkan asas netralitas. 2). Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang dalam Pasal 70 ayat (1) 
yang melarang pelaksanaan kampanye melibatkan ASN. 3) Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur terkait sanksi 
pidana terdapat dalam Pasal 494. 4). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 
tentang Larangan ASN Menjadi Anggota Partai Politik. 5). Peraturan Pemerintah 
Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai 
Negeri Sipil. 6). Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
ASN yang mengatur berkaitan dengan Larangan bagi ASN terdapat pada Pasal 4 
dan Hukuman Disiplin bagi ASN yang tidak netral terdapat pada Pasal 7.                       
7). Terdapat 3 ASN yang teridikasi/ diguga melakukan ketidaknetralan ASN 
berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Tegal. 
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ABSTRACT 
 
 
Siti Nurcholidah. 5116500180. One of the efforts to maintain the 
professionalism of ASN is the enactment of Government Regulation of the 
Republic of Indonesia Number 37 of 2004 concerning Prohibition of Civil 
Servants from becoming Members of Political Parties, which in essence is that 
ASN is prohibited from becoming members and or administrators of political 
parties. 
The approach used in writing this thesis is the normative-empirical legal 
approach that uses secondary data and primary data derived from books, or legal 
literature, laws and regulations, interviews and other materials. The data that has 
been collected will be classified and the symptoms are known and then linked to 
the existing theories and analyzed qualitatively, so that a clear picture of the 
neutrality of ASN in the General Election is obtained. 
Based on the results of the study are 1) that the implementation of ASN 
policy and management is based on the principle of neutrality. 2). Establishment 
of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2014 concerning Election of 
Governors, Regents and Mayors Become Laws in Article 70 paragraph (1) which 
prohibit the implementation of campaigns involving ASN. 3) Law Number 7 of 
2017 concerning General Elections governing criminal sanctions is contained in 
Article 494. 4). Government Regulation Number 37 of 2004 concerning 
Prohibition of ASN Becoming a Member of Political Parties. 5). Government 
Regulation Number 42 of 2004 concerning Corps Soul Development and Civil 
Service Code of Ethics. 6). Government Regulation Number 53 Year 2010 
concerning ASN Discipline governing relating to Prohibition for ASN is found in 
Article 4 and Disciplinary Punishment for ASN that is not neutral is found in 
Article 7. 7). There are 3 ASNs that have been indicated / suspected of doing 
neutrality based on data obtained from the Tegal Regency Election Supervisory 
Body. 
 
 
 
Keywords: Neutrality, ASN. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (pemilukada) 
merupakan proses pergantian kepemimpinan pemerintahan Propinsi dan 
Kabupaten/Kota yang mencerminkan pelaksanaan sistem daerah otonom. 
Lebih jauh lagi Pasal 18 ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia 1945, 
menyebutkan bahwa: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintahan propinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. 
Kelompok kata ”kedaulatan berada di tangan rakyat” dan “dipilih secara 
demokratis” inilah yang mendorong regulator untuk menerapkan Pemilukada 
yang melibatkan rakyat secara langsung. Dari sudut pandang ini, sistem 
pemilihan bisa dikatakan lebih demokratis dibandingkan dengan sistem 
perwakilan (demokrasi tidak langsung) sebelumnya, semangat untuk 
mengembalikan demokrasi tersebut menjadi demokrasi langsung tercermin 
dari keinginan masyarakat sebagai pemilih yang ingin memberikan suaranya 
secara langsung sesuai dengan kehendak dan hati nuraninya tanpa perantara, 
dalam memlih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  
Aparatur Sipil Negara (ASN) pada dasarnya merupakan abdi negara dan 
abdi masyarakat yang dituntut untuk memiliki kesetiaan dan ketaatan kepada 
Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, negara dan pemerintah dalam 
menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Kelancaran 
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penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat 
tergantung pada ASN, sebagai unsur utama sumber daya manusia aparatur 
Negara mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengemban tugas 
pemerintahan dan pembangunan tersebut
1
. 
Pemerintah pada dasarnya telah memberlakukan berbagai peraturan 
perundangundangan di bidang kepegawaian untuk mengatur ASN agar dapat 
mewujudkan eksistensinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Regulasi 
mengenai Birokrat/Pegawai Negeri Sipil (ASN) termuat di dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau disebut juga 
UU ASN, hal ini sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka pelaksanaan cita-cita 
bangsa dan mewujudkan tujuan negara Indonesia. Aparatur Sipil Negara 
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun pegawai Aparatur Sipil Negara 
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan diserahi 
tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan 
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
Upaya untuk menjaga profesionalisme ASN salah satunya adalah 
pemberlakukan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 
2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik, 
yang intinya adalah ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus parpol. 
                                                             
1  Helmiani. 2013. Penerapan Pasal 3 ayat (11) PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil Dikantor Camat Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara. 
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ASN yang menjadi anggota dan atau pengurus parpol harus diberhentikan 
sebagai ASN, yaitu diberhentikan dengan hormat sebagai ASN apabila telah 
memberitahukan terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang dan 
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN apabila tidak 
memberitahukan terlebih dahulu kepada pejabat yang berwenang
2
 
Upaya menjaga netralitas ASN dari pengaruh partai politik dan untuk 
menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN, serta dapat 
memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang 
dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. 
Terkait dengan eksistensi partai politik dalam realitas kehidupan yang ada 
maka dituntut adanya tata cara atau ketentuan dalam peraturan perundang-
undangan yang memungkinkan Pegawai ASN untuk menyampaikan 
aspirasinya dalam partai politik, karena kebebasan berpendapat merupakan 
hak bagi setiap warga negara. Hal ini tidak terlepas dari fakta politik bahwa 
ASN selalu bersinggungan dengan kepentingan politik dan penguasa, karena 
posisinya yang sangat strategis. Pada era pemerintahan Orde Baru. Pegawai 
selain dibebani tugas professional sebagai pelayanan masyarakat dan sebagai 
penggerak roda demokrasi, mereka juga dibebani tugas politik untuk 
memenangkan partai politik tertentu, hal ini berdampak pada merosotnya 
kinerja profesional ASN sebagai akibat beban politik tersebut. Dampaknya 
sampai dengan sekarang adalah masih adanya kecenderungan para penguasa 
dalam mengarahkan atau menginstruksikan para pegawai ASN bawahannya 
                                                             
2 Aldrin, Wailim. 2017. Larangan Terhadap Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Politik.  
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untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis, meskipun pada saat ini era 
pemerintahan telah berubah ke arah yang lebih demokratis, namun kultur yang 
demikian tetap saja terjadi. 
Penyelenggaraan Pemilukada ialah wujud dari demokrasi dan kedaulatan 
rakyat. Pemilukada pada setiap daerah diharapkan mampu terlaksana dengan 
lancar dan sesuai yang dikehendaki oleh Pemerintah Daerah, Komisi 
Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan juga masyarakat itu sendiri.1 Tetapi, 
pada kenyataannya praktik Pemilukada ditingkat daerah menimbulkan 
berbagai polemik dimasyarakat atas keterlibatan Birokrat/Pegawai Negeri 
Sipil (ASN) dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilukada. Budaya 
politik masyarakat dan bangsa Indonesia menunjukkan kecenderungan yang 
sangat kuat bahwa potensi birokrasi/Pegawai Negeri Sipil khususnya, 
merupakan instrumen politik yang sangat efektif untuk memperkuat kontrol 
politik demi memperluas dan mempertahankan rezim kekuasaannya. 
Netralitas birokrasi jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2014 Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Pegawai Aparatur Sipil 
Negara harus bebas dari pegaruh dan intervensi semua golongan dan partai 
politik. Netralitas birokrasi pada pilkada juga diatur dalam Surat Edaran 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No:B/2355/M.PANRB/07/2015 
tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara dan larangan penggunaan aset 
pemerintah dalam pemilihan Kepala Daerah serentak. Birokrat dilarang 
memberikan dukungan kepada calon peserta pemilu/pilkada dengan cara 
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menjadi timsukses, menjadi peserta kampanye menggunakan atribut pegawai, 
memobilisasi sesama birokrat . 
Momentum pilkada mengakibatkan birokrat berada pada posisi dilematis. 
Memihak pada salah satu calon jelas melanggar aturan. Pasangan calon 
Kepala Daerah yang didukung menang, maka kesalahan tersebut dapat 
dimaafkan oleh Kepala Daerah dan dampaknya adalah kemungkinan 
dipromosikan pada jabatan yang lebih baik. Realita yang terjadi, apabila 
calon yang didukung kalah maka posisi birokrat terancam dari pencopotan 
jabatan. Birokrasi yang netral memiliki kecenderungan akan ditinggalkan 
dalam perhitungan penempatan promosi jabatan. 
Sikap memihak pejabat birokrasi terhadap personal pejabat politik yang 
berkuasa akan menggiring birokrasi pada situasi yang tidak sesuai lagi 
dengan harapan ideal netralitas birokrasi. Birokrasi bersikap tidak netral 
merupakan dampak dari tekanan politik terhadap jabatan karier birokrat. Salah 
satu faktor pendorong pelanggaran netralitas birokrasi salah satunya karena 
ada intervensi politik terhadap jabatan karier birokrat. Fenomena yang sangat 
rentan terjadi pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015. Birokrasi 
menjadi instrument penting dalam proses kontestasi politik untuk 
memenangkan calon tertentu dengan jaminan jabatan karier yang lebih 
strategis diberikan pada seorang birokrat. 
Modus pemanfaatan birokrasi dalam memenangkan calon tertentu ialah 
melakukan mobilisasi pada tataran bawah dimulai dari kepala desa dan camat, 
memanfaatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), atau 
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perangkatperangkat yang ada dalam pemerintah daerah untuk memberi 
dukungan baik secara langsung maupun tidak secara langsung. Pemanfaatan 
aset-aset Negara oleh birokrat, baik aset bergerak maupn tidak bergerak dan 
pemanfaatan anggaran dari anggaran pendapatan belanja daerah yang 
bertujuan untuk kegiatan-kegiatan yang menguntungkan calon Kepala Daerah. 
Pada tahun 2018 Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah yang 
mengikuti  pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018. Aparatur Sipil 
Negara (ASN) atau ASN di Kabupaten Tegal harus menjaga netralitas saat 
pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 mendatang. Selain dipecat, 
ASN yang terbukti melanggar juga terancam kurungan penjara selama satu 
tahun. pengertian netralitas ASN yakni, tidak menjadi anggota dan atau 
pengurus partai politik, tidak memihak dan menunjukkan dukungan terhadap 
partai politik secara terbuka di depan publik, dan tidak melibatkan diri dalam 
kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh partai politik. ASN juga tidak 
boleh menggunakan fasilitas negara dan kewenangan yang diperoleh dari 
jabatan untuk kepentingan partai politik. ASN yang terbukti tidak menjaga 
netralitas bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Sanksi ini mengacu pada 
pasal 87 ayat 4 huruf b UU Nomor 5 tahun 2017 tentang ASN. Selain sanksi 
pemecatan, ASN yang melanggar juga akan bisa mendapat hukuman pidana 
kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp12 juta sesui pasal 
280 ayat 3 Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan 
umum.‎ Berdsaarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik melakukan 
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penelitian dengan judul " Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Tegal” 
 
B. Perumusan Masalah 
Dari gambaran latar belakang masalah sebagaimana yang dikemukakan 
di atas, maka dapatlah dirumuskan permasalahannya yang menjadi fokus 
pembahasan, sebagai berikut : 
1. Bagaimana netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan 
Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Sekretariat daerah Kabupaten 
Tegal? 
2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan dalam kaitannya dengan 
netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilukada di Sekretariat 
daerah Kabupaten Tegal ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 
Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten Tegal. 
2. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan panwaslu dalam kaitannya 
dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilukada di 
Kabupaten Tegal 
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D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini yaitu: 
a. Diharapkan dapat memahami netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) 
dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di 
Wilayah Kabupaten Tegal 
b. Sebagai bahan masukan yang bersifat teoritis dalam penelitian mendatang. 
c. Sebagai sumbangsih dan referensi dalam pengembangan ilmu 
dan pengetahuan, pada khususnya dalam studi ilmu hukum tata 
Negara. 
 
E. Metode Penelitian 
1. Pendekatan Penelitian 
Adapun dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan 
pendekatan normatif empiris.  Normatif terapan sendiri melakukan kajian 
pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-
undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu 
yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah 
ditentukan. Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini 
adalah pendekatan hukum normatif-empiris yang menggunakan data 
sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-
literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-
bahan lainnya. Penggunaan pendekatan secara normatif-empris ini pada 
dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif 
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dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian 
hukum normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum 
normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum 
tertentu dalam suatu masyarakat.
3
. 
Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif. Penelititan 
deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara 
sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu obyek tertentu.
4
 Yang dalam 
penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai netralitas ASN 
dalam Pemilukada. 
2. Sumber dan Jenis Data  Penelitian 
Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. 
Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan infoman. Sedangkan 
data sekunder diperoleh dari bahan primer, sekunder dan bahan tersier.  
Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dikelompokkan menjadi: 
a. Bahan Primer, meliputi: 
1) Hukum Administrasi Negara. 
2) Undang-Undang ASN 
b. Bahan Sekunder 
1) Buku 
2) Makalah 
3) Artikel 
                                                             
3  Abdulkadir Muhammad,Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 
2004,  hlm.53 
4
  Sunggono, Bambang. 2012. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, Hal 35. 
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4) Jurnal ilmiah dan hasil seminar 
c. Bahan Tersier 
3. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 
1. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan bahan data sekunder, 
dengan cara mempelajari peraturan hukum dan literatur yang berkaitan 
dengan penyelesaian sengketa hak atas tanah yang dijadikan jaminan 
kredit di bank yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat dan 
mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok 
bahasan. 
2. Studi lapangan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan 
dengan menggunakan teknik interview atau wawancara. Interview atau 
wawancara merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau 
lebih berhadapan secara langsung. Biasanya komunikasi ini dilakukan 
dalam keadaan saling berhadapan, namun komunikasi juga dapat 
dilaksanakan melalui telpon.
5
 
Dalam proses ini ada dua pihak yang menempati kedudukan yang 
berbeda. Satu pihak berfungsi sebagai pencari informan atau interviewer 
sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemeberi informan atau 
responden. Wawancara dilakukan secara langsung kepada salah satu 
pegawai secretariat daerah Kabupaten Tegal  yang menjadi target 
penelitian ini. Perlu dipahami wawancara sendiri adalah suatu komunikasi 
                                                             
5 S. Nasution,  Metode Research (Penelitian Ilmiah), Jakarta: Bumi Aksara, 2011, Cet. Ke-12, 
hlm. 113. 
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verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk 
merumuskan buah pikiran serta perasaannya dengan tepat
6
. Penulis akan 
menggunakan jenis wawancara tak berstruktur atau bebas ataupun yang 
bisa disebut wawancara tak terpimpin. Jenis wawancara ini tidak perlu 
mempersiapkan daftar pertanyaan sebelumnya dan hanya menghadapi 
suatu masalah secara umum
7
.  
Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data 
sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis 
permasalahan yang diteliti. Pengolahan data penulisan penelitian ini 
dilakukan dengan cara: 
a. Pemeriksaan data (editing), yaitu melakukan pemeriksaan data yang 
terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup besar dan sesuai 
dengan permasalahan. Memperbaiki tulisan apabika terjadi kesalahan 
dalam penulisan, dan pemeriksaan relevan dan data yang sesuai agar 
diseleksi mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai atau relevan 
dengan data yang diinginkan. 
b. Klasifikasi data, yaitu dilakukan dengan cara mengelompokkan data 
sesuai dengan bidang pokok bahasan agar memudahkan dalam 
menganalisis, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam 
permasalahan sehingga diperoleh data yang sebenenar-benarnya untuk 
penulisan ini. 
                                                             
6Ibid, hlm. 115 
7Ibid, hlm. 119 
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c. Sistematisasi data, yaitu dilakukan dengan cara menyusun dan 
menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan melihat 
jenisnya serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan, sehingga 
dalam memudahkan dalam pembahasannya. 
4. Metode Analisis Data 
Berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh, maka bahan berupa 
pengolahan bahan-bahan hukum akan dianalisa secara kualitatif untuk 
menghasilkan serta mengidentifikasikan fakta hukum dan membentuk 
kesimpulan hukum sebagai penjawab permasalahan hukum yang ada. 
Adapun yang dimaksud dengan metode kualitatif disini adalah sebagai 
berikut :”Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif 
analistis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau 
lisan, dan juga perilakunya yang nyata untuk diteliti dan dipelajari sebagai 
suatu yang utuh” Setelah itu disajikan melalui proses yang dilakukan 
secara sistematis, metodologis dan konsisten, kemudian dianalisis dengan 
mengadakan data–data yang bersifat umum menjadi data–data yang 
bersifat khusus dan logis. Data yang telah terkumpul akan diklasifikasikan 
dan diketahui gejala gejalanya kemudian dihubungkan dengan teori yang 
ada dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas 
tentang netralitas ASN dalam Pemilukada. 
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F. Sistematika Penulisan 
Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan untuk 
memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulisan in dibagi ke dalam 
enam bab dan setiap bab dibagi ke dalam beberapa sub bab, maka sistematika 
penulisan yang direncanakan adalah sebagai berikut: 
Bab I Pendahaluan, bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, 
perumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 
penulisan. 
Bab II tinjauan pustaka, dalam bab ini akan dikemukakan teori-teori 
yang melandasi pembahasan masalah yang diteliti antara lain pengertian 
tentang pemilihan umum, netralitas birokrasi, pengawasan dan pemilihan 
kepala daerah secara langsung dan lainnya yangberhubungan dengan 
penelitian ini. 
Bab III hasil penelitian dan pembahasan, bab ini merupakan hasil 
penelitian dan pembahasan yang berisikan hasil-hasil penelitian, serta 
pembahasan lainnya yang berkaitan dengan Netralitas Aparatur Sipil Negara 
(ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Kabupaten 
Tegal  
Bab IV penutup, Bab terakhir ini adalah penutup. Dalam bab ini akan 
diuraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dan saran-saran yang dirasakan 
perlu dikemukakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 
14 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Kajian Pustaka 
1. Penelitian yang dilakukan oleh Wailim Aldrin pada tahun 2017 dengan 
judul “Larangan Terhadap Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan 
Politik”. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan (1) Pengaturan tentang 
larangan terhadap Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik terdapat 
dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 37 tahun 2004 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi 
anggota partai politik, pengaturan terhadap ASN yang aktif dalam 
aktivitas politik dan pengaturan sanksi terhadap asn yang aktif dalam 
aktivitas politik. (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam 
larangan terhadap Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik adalah 
adanya pengaruh dari pejabat politik, sehingga apabila ditemukan adanya 
ASN yang melanggar peraturan atau tidak netral dengan mendukung 
salah satu calon tertentu dan calon tersebut pada akhirnya menang, maka 
akan sulit untuk menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan ASN, sebab 
ia dilindungi oleh calon yang didukungnya tersebut. Selain itu ASN 
penangguhan penangangan perkara yang dilakukannya dengan alasan 
yaitu masih dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang.
8
 
                                                             
8 Aldrin. Opcit. 
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2. Penelitian yang dilakukan oleh Andayani pada tahun 2018 dengan judul 
“Pelaksanaan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil (ASN) Dalam 
Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta. Hasil yang penulis 
dapat dari penelitian skripsi ini adalah dalam pemilukada di Kota 
Yogyakarta tidak terdapat ASN yang terbukti tidak netra
9
l. 
3. Penelitian yang dilakukan oleh Widuri Wulandari pada tahun 2016 
dengan judul “Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pemilihan 
Umum Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015”. 
Penelitian membuktikan bahwa Pelanggaran ASN terjadi sebelum masa 
kampanye, dan selama masa kampanye. Jumlah ASN yang tidak netral 15 
orang yang sebagian adalah kepala SKPD. Selain hadir dalam deklarasi 
pencalonan calon incumbent¸ ASN juga hadir pada acara syukuran SP3 
Drs.HM. Idham Samawi di kantor DPC PDIP, hadir pada acara wayangan 
di Pleret dan Assek III menyampaikan latar belakang salah satu kandidat 
pilkada, acara panen raya yang dihadiri calon incumbent dan Kepala 
Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Bantul yang melakukan acara 
ceremonial potong padi. Tentu keterlibatan dan keberpihakan ASN di 
pilkada 2015 ini dikarenakan adanya calon incumbent. Pemerintah 
Kabupaten Bantul yaitu Bupati Bantul seharusnya memberikan sanksi 
atau hukuman displin kepada ASN yang tidak netral sesuai dengan 
                                                             
9 Andayani, Rahma. 2018. Pelaksanaan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam 
Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Yogyakarta. Skripsi. Fakultas Hukum universitas 
Muhammadiyah Yogyakarta. 
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peraturan perundangundangan yang ada. Bupati Bantul seharusnya lebih 
tegas dalam menanggapi kasus ASN yang tidak netral ini
10
. 
 
B. Pemilihan Umum 
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 
Umum, pasal 1 ayat (1) menegaskan Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat 
Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan 
secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945.
11
 
Selanjutnya Amiruddin mengatakan bahwa pengertian dari pemilihan 
umum adalah pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan 
sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan 
negara yang demokratis berdasarkan pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945. 
Dalam  perkembangannya penentuan siapa yang akan menduduki pejabat 
pemerintahan dalam hal ini Kepala Negara dan Kepala Daerah, setiap negara 
dipengaruhi oleh sistem politik yang dianut, sistem Pemilu, kondisi politik 
masyarakat, pola pemilihan, prosedur-prosedur dan mekanisme politik. 
Dalam sistem politik yang demokratis, pencalonan dan pemilihan pejabat 
                                                             
10 Wulandari, Widuri. 2016. Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pemilihan Umum 
Kepala Daerah Serentak Kabupaten Bantul Tahun 2015. Skripsi. Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta 
11 Ibramsyah amiruddin, 2008. Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik 
Indonesia Pasca Amandemen.  Laksbang Mediatama:Jakarta., hal 1 
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pemerintahan lebih didasarkan pada aspirasi politik masyarakat apakah 
melalui jalur partai politik maupun melalui jalur perseorangan. 
Dasar hukum penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum 
Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah secara langsung adalah 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tentang penyelenggara pemilu dan 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, 
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 
Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang berlandaskan atas Undang-
Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sehingga memiliki kekuatan konstitusional 
dalam pelaksanaannya. 
Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas - asas yang digunakan 
diantaranya sebagai berikut : 
a. Langsung 
Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk 
memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan 
diri sendiri tanpa ada perantara 
b. Umum 
Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang 
memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, jenis 
kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain. 
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c. Bebas 
Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai 
pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan 
dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari 
siapa pun. 
d. Rahasia 
Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin 
kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara 
dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya 
diberikan. 
e. Jujur  
Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan 
juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 
f. Adil 
Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta 
pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari 
kecurangan pihak manapun. 
Pemilihan Umum Menurut Prihatmoko pemilu dalam pelaksanaanya 
memiliki tiga tujuan yakni 
12
: 
a. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan 
alternatif kebijakan umum (public policy) 
                                                             
12
 Prihatmoko, J. Joko. 2003. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. Semarang: LP2I Hal. 73 
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b. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada 
badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilihatau 
partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap 
terjamin 
c. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakan atau menggalang 
dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut 
serta dalam proses politik 
Selanjutnya tujuan pemilu dalam pelaksanaanya berdasarkan Undang-
Undang Nomor 8 tahun 2012 pasal 3 yakni pemilu diselenggarakan untuk 
memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam 
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut 
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil Fungsi Pemilihan Umum sebagai alat 
demokrasi yang digunakan untuk 
a. Mempertahankan dan mengembangkan sendi-sendi demokrasi di 
Indonesia. 
b. Mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila 
(Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). 
c. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila 
dan dipertahankannya UUD 1945 
Indonesia merupakan negara yang menjunjung demokrasi sehingga 
dalam menentukan pemerintah baik itu anggota legislatif ataupun Presiden 
akan lewat cara Pemilihan Umum dan Pemilihan Legislatif. Pemilihan 
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legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. 
Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. 
Pemilihan legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak 3 
kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009 dan yang keempat akan terjadi pada 
tahun ini dan pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah untuk 33 provinsi dan 497 kota. 
Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri akan dipilih 
560 anggota yang diambil dari 77 daerah pemilihan bermajemuk yang dipilih 
dengan cara sistem proporsional terbuka. Nantinya tiap pemilih di pemilu 
legislatif akan mendapatkan satu surat suara yang bertujuan untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di kertas suara tersebut akan ada 
berbagai partai politik serta calon anggota legislatif yang mencalonkan diri di 
daerah dimana tempat pemilih tersebut berada. Cara memilihnya adalah 
dengan mencoblos satu lubang pada gambar calon anggota legislatif yang 
dipilih atau di gambar partai politik yang anda pilih. 
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai 132 anggota, 132 
anggota tersebut merupakan 4 perwakilan dari setiap provinsi yang ada di 
Indonesia. Sistem memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah memakai 
sistem Single Non Tranferable Vote. Saat pemilu legislatif pemilih akan 
diberi satu surat yang berisi semua calon independent yang telah 
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mencalonkan diri di provinsi di mana pemilih tersebut berada. Cara 
memilihnya dengan mencoblos satu lubang pada nama calon anggota 
legislatif yang sudah anda pilih. Nantinya 4 nama kandidat yang 
mengumpulkan suara terbanyak di tiap provinsi akan secara otomatis terpilih 
menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 
Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan 
dipilih di 34 provinsi yang setiap provinsi akan mempunyai 35- 100 anggota, 
jumlah anggota disesuaikan dengan berapa banyak penduduk yang ada di 
provinsi tersebut.Tentunya dalam memilih anggota DPR, DPD, DPRD dalam 
pemilu legislatif kalian harus memilih calon anggota legislatif yang 
memenuhi kriteria pemimpin yang baik agar negara Indonesia dipimpin oleh 
orang-orang yang memang benar mau memajukan bangsa Indonesia. 
Negara Indonesia dalam pemilihan legislatif memakai sistem multi 
partai. Undang-uandang 8/2012 mewajibkan masing-masing partai politik 
mengikuti proses pendaftaran yang mana nanti akan diverifikasi oleh KPU 
bila ingin mengikuti pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum di 
Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional merupakan 
tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diatur dalam 
Undang-undang NO 15/2011. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum 
adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu 
(Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi Pemilu 
termasuk Pemilihan Legislatif agar berjalan dengan benar. Selain KPU dan 
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Bawaslu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kerhomatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas untuk memeriksa 
gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggarana kode etik yang dilakukan 
oleh anggota KPU atau Bawaslu.  
 
C. Netralitas Birokrasi 
Konsep tentang birokrasi berasal dari pemikiran yang muncul dari 
Negaranegara Barat pada awal Abad ke-19 yang kemudiannya menjadi 
bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam proses admnistrasi di seluruh dunia 
sampai sekarang ini. Perkataan birokrasi ini pada mulanya dikenal sebagai 
bureaucratie Prancis, berubah menjadi bureaukratie dan berubah lagi menjadi 
burokratie (Jerman), burocrazia (Italia) dan akhirnya menjadi bureaucracy di 
Inggris. Birokrasi kemudian menjadi bureaucracy yang berasal dari bahasa 
bureau yang berarti meja dan cratein berarti  kekuasaan 
13
. 
Birokrasi dimaknai sebagai kekuasaan yang berada pada orang yang 
berada di belakang meja. Meja tulis dipahami sebagai konsep kemahiran, 
hierarki, prosedur, dan otoritas. Birokrasi adalah alat pemerintah untuk 
mengatur masyarakat yang pelaksanaanya dilakukan oleh para birokrat 
14
. 
Kajian tentang birokrasi tidak dapat dilepaskan dari sumbangsih pemikiran 
Max Weber. Menurut Weber, birokrasi yang baik adalah bisa dilaksanakan 
dalam kondisi organisasi khusus sehingga dapat membedakan dengan 
organisasi lainnya. Birokrasi yang ideal ialah birokrasi murni atau paling 
                                                             
13 Albrow Martin. 2004. Birokrasi (cetakan ketiga). Terjemahan M. Rusli Karim dan Totok 
Daryanto. Yogyakarta:  PT. Tiara Wacana. Hal 74 
14 Hamka. 2014. Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo hal 34 
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rasional, terdapat sepuluh ciri dari tipe birokrasi ideal menurut Weber,            
yaitu 
15
: 
a. Para anggota staf bersifat bebas secara pribadi yang hanya menjalankan 
tugas impersonal sesuai jabatan 
b. Terdapat hirarki jabatan yang jelas 
c. Fungsi-fungsi jabatan diatur dan ditentukan secara tegas 
d. Para pejabat diangkat berdasarkan kontrak tertentu 
e. Para pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesionalitas 
f. Para pejabat memiliki gaji yang bersifat berjenjang menurut kedudukan 
dalam hirarki 
g. Pos jabatan adalah lapangan kerja yang pokok bagi para pejabat 
h. Struktur karir dan promosi dimungkinka atas dasar senioritas dan keahlian 
dan pertimbangan keunggulan 
i. Pejabat sangat mungkin tidak sesuai dengan pos jabatannya maupun 
dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut 
j. Pejabat tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam 
Pandangan birokrasi ideal tersebut memberikan beberapa pengertian. 
Pertama, birokrasi merupakan suatu organisai formal yang bekerja 
berdasarkan aturan yang disiplin. Kedua, dalam birokrasi ternyata terdapat 
otoritas dan kekuasaan tertentu. Ketiga, birokrasi memiliki susunan posisi 
secara hirarki dan bersifat mengikat. Keempat, kenaikkan pangkat dalam 
                                                             
15
 Fahmi,Khairul. 2011.  Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat. Rajawali Pers Jakarta 
24 
 
 
birokrasi atas dasar keahlian dan kelayakan kualitas. Kelima, Pegawai 
merupakan staf yang berkerja secara profesionalitas dan dibayar tetap. 
Realita yang dihadapi birokrasi tidak selaras dengan tipe ideal menurut 
Weber. Birokrasi mengalami pergeseran makna yaitu sebagai organisasi yang 
korup, kental dengan kegiatan nepotisme sehingga jabatan dalam birokrasi 
tidak lagi berdasar pada jenjang karir dan keahlian melainkan atas dasar 
kekeluargan atau kedekatan. Menurut Heckscher organisasi birokrasi akan 
mengalami perubahan dan tidak hanya muncul pada sentralisasi kekuasaan, 
tetapi memusatkan pada hubungan eksternal dan hubungan sosial dengan 
masyarakat. sehingga, kekuasaan bukan satu-satunya alat yang efektif untuk 
melaksanakan mesin birokrasi, tetapi diimbangi dengan pendekatan dan 
komunikasi yang bersifat kekeluargaan
16
. 
Pembahasan terhadap birokrasi tidak dapat dilepaskan dengan kajian 
ilmu politik. Dalam terminologi ilmu politik, terdapat empat bentuk 
birokratisasi yang umumnya dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang 
terjadi dalam birokrasi, yaitu: Weberisasi, Parkinsonisasi, Orwellisasi, 
Jacksonisasi. Weberisasi adalah program untuk mengarahkan birokrasi 
menjadi alat pembangunan yang berkerja secara efesien, rasional, 
professional dan berorientasi pelayanan pada masyarakat. Parkinsonisasi 
adalah program untuk memperbaiki birokrasi dengan mengembangkan 
jumlah anggota birokrasi untuk meningkatkan kemampuannya sebagai alat 
pembangunan. 
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Orwellisasi sebagai alat perpanjangan tangan Negara dalam menjalankan 
kontrol birokrasi terhadap masyarakat. Orwellisasi ditujukan untuk 
mendukung kemampuan komunikasi langsung Negara dengan masyarakat 
yang bertuujuan meningkatkan kebijakan Negara. Jacksonisasi merupakan 
upaya menjadikan birokrasi sebagai bentuk kekuasaan Negara dan 
menyingkirkan masyarakat dari ruang politik dan pemerintahan, sehingga 
terbentuklah bureaucratic politic. 
Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menitikberatkan pada sejauh 
mana birokrasi memainkan otoritas dan mekanisme apa yang dapat 
membatasi birokrasi dalam menjalankan kekuasaan dan otoritasnya. Weber 
berpendapat bahwa terdapat sejumlah mekanisme untuk membatasi lingkup 
birokrasi
17
:  
1. Kolegalitas 
Birokrasi berada dalam tatanan hirarki secara structural, sehingga 
keputusan dalam tubuh birokrasi akan dominan pada satu orang pemegang 
kekuasaan tertinggi. Keterlibatan seseorang dalam keputusan tersebut, 
maka prinsip kolegial akan berkembang. Weber menganggap bahwa 
kolegalitas akan selalu memiliki bagian penting dalam keputusan 
kemudian membatasi peran birokrasi 
2. Pemisahan kekuasaan 
Birokrasi mencakup pembagian tugas dalam lingkup fungsi yang secara 
relatif berbeda. Pemisahan kekuasaan berarti pembagian tanggungjawab 
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terhadap fungsi yang sama antara dua badan atau lebih. Menurut Weber, 
untuk mencapai suatu keputusan diperlukan adanya kompromi diantara 
badan-badan tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut, salah satu diantara 
otoritas akan terbatasi agar memperoleh keuntungan tertentu 
3. Administrasi amatir 
Birokrasi yang tidak menggaji para pegawai admnistratif, maka 
pemerintahan seperti itu akan menjadi tergantung pada orang-orang yang 
memiliki sumber-sumber yang memungkinkan mereka menghabiskan 
waktu dalam kegiatan yang tidak bergaji. Kegiatan ini dapat menghambat 
dan membatasi ruang gerak birokrasi 
4. Demokrasi Langsung 
Masa jabatan yang singkat, seleksi yang minim, pergantian rezim 
kepemimpinan akan membatasi otoritas birokrasi. Organisasi birokrasi 
memiliki kecenderungan muncul apabila kekuasaan politik berganti maka 
organisasi birokrasi akan diisi oleh pejabat-pejabat baru. Pejabat baru akan 
membatasi birokrasi 
5. Representasi 
Badan-badan perwakilan kolegalitas di Negara modern, yang 
anggotaanggotanya dipilih melalui pemungutan suara dan bebas membuat 
keputusan memiliki otoritas bersama dengan kelompok yang telah 
memilih mereka. Sistem representasi akan membatasi birokrasi dengan 
otoritas yang dimiliki. 
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Pembahasan tentang birokrasi tidak dapat dilepaskan dari persoalan 
politik, terutama keberpihakan birokrat akan rentan jelang kontestasi politik 
seperti pemilu dan pilkada. Birokrat yang terpolitisasi akan tergadaikan 
netralitasnya sebagai aparatur negara. Netralitas merupakan bentuk tindakan 
yang bebas atau tidak terlibat dalam suatu urusan yang seharusnya tidak perlu 
mencampuri 
Netralitas birokrasi menurut Thoha  merupakan sistem dimana birokrasi 
terlepas dari campur tangan politik, politisasi oleh partai dengan konsisten 
memberikan pelayanan kepada masternya (dari pihak yang memerintah), 
meskipun masternya berganti dengan master lain. Pemberian pelayanan tidak 
berubah meskipun masternya berubah. Birokrasi memberikan pelayanan 
secara profesional dan bebas dari kepentingan politik
18
 
Berdasarkan pemaparan tersebut, selaras dengan kajian penelitian 
menelaah netralitas birokrasi pada pemilihan Kepala Daerah. Peneliti 
berasumsi bahwa birokrasi harus diposisikan netral dari politik dengan 
mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sehingga siapa pun yang 
berkuasa, maka birokrat dan birokrasi memberikan pelayanan terbaik secara 
tulus, professional dan transparan. 
Pegawai Negeri Sipil yang sekarang berganti nama menjadi Aparatur 
Sipil Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara, selalu menghadapi situasi yang dilematis saat 
penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Penyelenggaraan 
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pesta demokrasi yang mengharapkan partisipasi seluruh elemen masyarakat 
tersebut, pegawai berada dalam posisi netral. Netral berarti mempunyai hak 
suara untuk memilih kepala daerah tetapi tidak boleh terlibat mendukung dan 
berpihak kepada salah satu calon. 
Peraturan di Indonesia memiliki batasan agar birokrasi bersikap apolitis 
dengan berlakunya Undang-undang Aparatur Sipil Negara tentang Netralitas 
Aparatur Sipil Negara dalam kegiatan politik dan tidak terkecuali pada 
pemilihan Kepala Daerah. Produk hukum  ini dipertegas dengan adanya Surat 
Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi 
Nomor: B/2355/M.PANRB/07/2015 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara 
dan larangan penggunaan aset pemerintah dalam pemilihan Kepala Daerah 
serantak, termasuk memberikan dukungan kepada calon peserta pilkada. 
Mayoritas dari penyelenggaran pilkada selalu ditemukan pelanggaran 
terhadap netralitas birokrasi. Pelanggaran yang sering ditemukan adalah 
dukungan dalam bentuk pemanfaatan fasilitas negara, seperti keterlibatan 
menggunakan mobil dinas untuk mobilisasi massa, kerap kali terlibat dalam 
proses kampanye, dan tidak dapat dihindari penyalahgunaan keputusan yang 
menguntungkan suatu pihak calon seperti pembengkakkan atau pemborosan 
dana negara yang menguntungkan salah satu calon. 
Menurut Hollyson, faktor penyebab pelanggaran netralitas birokrasi 
dikarenakan adanya faktor Internal dan Eksternal antara lain 
19
:  
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a. Budaya patron-client 
Budaya patron-client menjadi penyebab utama keberpihakan 
birokrat dalam pilkada. Patron adalah seorang pemimpin dan client 
adalah anak buah, keduanya berjalan karena terdapat hubungan yang 
terikat. Budaya patron-client dapat tergambar pada rezim orde baru yang 
dikenal sangat kental terhadap patrimonialis. Presiden Soeharto sebagai 
penguasa menjadi atasan kuat terhadap bawahan terutama birokrat. 
Budaya Patron-client memposisikan seorang atasan atau patron 
untuk menyediakan atau memberikan jabatan bagi client dengan balas jasa 
bawahan atau client harus memberikan loyalitas serta dedikasinya. 
Birokrasi bersifat terikat terhadap atasan sehingga intruksi atasan sebagai 
patron menjadi tolak ukur birokrat bertindak termasuk memberikan 
dukungan dan mobilisasi masyarakat terhadap salah satu pihak calon 
Kepala Daerah. 
b. Hubungan kekerabatan 
Hubungan kekerabatan terbentuk atas dasar keturunan yang sama 
secara biologis, pada konteks budaya terdapat hubungan sosial yang 
terbina karena berada dalam lingkup yang erat. Hubungan kekerabatan 
yang erat berdampak pada keinginan birokrat untuk berpihak pada salah 
satu pasangan calon tertentu. 
c. Motivasi Terhadap Jabatan 
Keterlibatan Birokrasi dalam pilkada disebabkan adanya motivasi 
dari dalam diri untuk melanggengkan kekuasaan serta adanya vested 
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interest berupa kepentingan memelihara dan meningkatkan posisi karir 
atau jabatan. Motivasi mendapatkan jabatan atau posisi tertentu dalam 
tubuh birokrasi mengakibatkan seorang birokrat berpartisipasi secara aktif 
dalam pilkada termasuk kampanye politik untuk memenangkan pasangan 
calon tertentu. 
Faktor penyebab birokrasi bersikap tidak netral juga disebabkan oleh 
adanya faktor eksternal atau dorongan dari luar struktural birokrasi, antara 
lain: 
a. Intervensi elit politik 
Berkaitan dengan jabatan dalam lingkungan birokrasi semakin kental 
dengan aspek politis terutama saat memilih Kepala Daerah melalui 
mekanisme pemilihan secara langsung. Sistem pemilihan langsung sangat 
rentan menjadikan birokrasi sebagai kekuatan politik untuk mendapatkan 
dukungan. Peluang birokrat untuk terlibat dalam politik praktis sangat 
besar karena jabatan karir sangat ditentukan oleh pejabat diatasnya yaitu 
Kepala Daerah 
b. Birokrasi sebagai Mesin Partai Politik 
Birokrasi tidak dapat menghindar dari pressure atau tekanan yang 
kuat dari kelompok kepentingan yaitu partai politik. Birokrasi secara 
sadar menjadi mesin politik serta sebagai bagian yang terlibat dalam 
koalisi politik dalam lingkungan pejabat struktural birokrasi. Beberapa 
bentuk keterlibatan partai politik seperti adanya intervensi terhadap 
kebijakan dengan membuat kebijakan yang menguntungkan pihak 
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pasangan tertentu terutama incumbent, selain itu pemanfaatan fasilitas 
negara untuk memobilisasi public. 
Jabatan struktural sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik, fenomena ini 
yang membuat birokrat tidak netral dan rentan akan intervensi pihak eksternal 
yaitu partai politik. Kompromi politik antara birokrat dan partai politik, 
seperti mendapatkan posisi strategis apabila pihak yang didukung memenangi 
pilkada, akan dilibatkan pada poyek besar yang menguntungkan kedua belah 
pihak. Max Weber dan Hegel dalam memandang bentuk ideal netralitas 
birokrasi yaitu
20
: 
1. Birokrasi Hegelian 
Pemikiran Hegel secara terbuka memandang birokrasi harus 
bersikap apolitis. Hegel menggambarkan birokrasi sebagai suatu jembatan 
antara Negara dan rakyat. Rakyat terdiri dari para profesi  dan Pengusaha 
mewakili berbagai kepentingan khusus, Negara mewakili kepentingan 
umum. Birokrasi pemerintahan merupakan perantara yang memungkinkan 
pesan-pesan dari kepentingan khusus dapat tersalurkan ke dalam 
kepentingan umum. Birokrasi dianggap sebagai orang tengah yang harus 
bersikap netral dari kepentingan politik.  
Hegel berpendapat bahwa kedudukan birokrasi pada posisi netral 
sangat penting untuk menegakkan humanisme. Birokrasi dianggap 
sebagai petugas yang membendung kemungkinan terjadinya benturan 
antara kepentingan rakyat dan kepentinga Negara. Thoha menyatakan 
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birokrasi berada pada posisi ideal yaitu di tengah sebagai perantara antara 
kelompok kepentingan umum yang diwakili oleh negara dan kelompok 
kepentingan khusus oleh rakyat dan pengusaha. Posisi tersebut akan 
membawa birokrasi pada kondisi ideal yaitu netral dari kekuatan politik 
dan politisasi birokrasi
21
 
2. Birokrasi Weberian 
Max Weber merupakan orang pertama yang membahas mengenai 
Netralitas Biokrasi. Menurut Weber  menyatakan birokrasi dibentuk netral 
dari kekuatan politik sehingga birokrasi berada di luar aktor politik yang 
saling berlawanan satu dengan yang lain untuk mencampuri birokrasi 
pemerintah sebagai organisasi formal. Fokus dalam pemikiran ini adalah 
birokrasi harus diposisikan netral dari politik dengan mengutamakan 
pelayanan kepada rakyat meskipun yang berkuasa telah mengalami 
pergantian. 
Weber mengkritik pemikiran Hegel mengenai negara yang 
menggambarkan birokrasi merupakan suatu jembatan penghubung  antara 
negara dan rakyat Menurut Weber menyatakan Birokrasi bukan mewakili 
dirinya sendiri dan Negara bukan mewakili kepentingan umum. Tidak ada 
kepentingan umum, melainkan kepentingan khusus yang memenangkan 
perjuangan kelas dominan. Birokrasi dipandang sebagai kelompok 
khusus, karena birokrasi merupakan Negara atau pemerintah itu sendiri 
sebagai alat yang dipergunakan oleh kelas dominan untuk melaksanakan 
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kekuasaan dominasinya atas kelas sosial lainnya. Sehingga birokrasi jelas 
tidak netral dan harus memihak, yaitu memihak kepada kelas yang 
dominan
22
 
 
D. Pengawasan 
Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang telah 
ditetapkan tersebut. Controlling is the process of measuring performance and 
taking action to ensure desired results. Pengawasan adalah proses untuk 
memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang 
telah direncanakan. The process of ensuring that actual activities the planned 
activities. 
Menurut winardi
23
 pengawasan adalah semua aktivitas yang 
dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil actual 
sesuai dengan hasil yang direncanakan. Pengawasan pada dasarnya diarahkan 
sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau 
penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan 
diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan 
untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efesien. 
Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat 
dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja 
sudah dilaksanakan. 
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Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan 
salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat 
terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu system pengawasan 
yang efektif, baik pengawasan intern (internal control) maupun pengawasan 
ekstern (external control), disamping mendorong adanya pengawasan 
masyarakat (social control). 
Lord Acton mengatakan bahwa setiap kekuasaan sekecil apapun 
cenderung untuk disalahgunakan. Oleh sebab itu, dengan adanya keleluasaan 
bertindak kadang-kadang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. 
Maka wajarlah bila diadakan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, 
yang merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan negara menjurus ke 
arah diktator tanpa batas yang berarti bertentangan dengan ciri di negara 
hukum
24
.  
Selanjutnya, John Salindeho, menyatakan bahwa, kegiatan pengawasan 
terutama ditujukan untuk menemukan secara dini kesalahan-kesalahan atau 
penyimpangan-penyimpangan agar segera  dapat diadakan perbaikan  dan  
pelurusan  kembali sekaligus  menyempurnakan  prosedur, baik yang bersifat 
preventif, pengendalian maupun represif
25
. Kemudian George R Terry 
memberikan pandangan bahwa pengawasan adalah proses penentuan  apa 
yang harus dicapai  yaitu standar, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai 
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pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga 
pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar
26
. 
Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap 
segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang 
pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif 
maupun dari kekuasaan pemerintah, sedangkan wewenang hanya mengenai 
sesuatu bidang tertentu saja. Jadi, kewenangan merupakan kumpulan dari 
wewenang-wewenang. Misalnya wewenang menandatangani suatu surat 
keputusan oleh seorang pejabat menteri sedangkan kewenangnnya tetap 
berada ditangan menteri. Dalam hal yang demikian yang terjadi adalah 
pemberian mandat, dimana tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada 
pemberi mandat
27
. 
Lebih lanjut dikatakan bahwa wewenang merupakan kemampuan untuk 
melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis wewenang 
adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh UU yang berlaku untuk 
melakukan hubungan-hubungan hokum Menurut H. D. Stout
28
, wewenang 
tak lain adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan 
yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan 
dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh 
subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik. Menurut 
Bagirmanan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan 
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(macht). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak 
berbuat. Di dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban 
(rechten en plichten). Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak 
mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (zelfregelen) dan 
mengelola sendiri (zelfbesturen), se angkan kewajiban secara horizontal 
berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana 
mestinya. Secara vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan 
dalam satu tertib ikatan pemerintahan Negara secara keseluruhan. 
 
E. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung 
Demokrasi didefinisikan sebagai suata sistem pemerintahan dengan 
mengikutsertakan rakyat. Warga Negara mempunyai hak suara dalam 
pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil bagian secara nyata. Kontestasi politik 
di Indonesia memiliki dinamika yang sangat beragam, di awali dengan 
perdebatan yang sangat panjang pada masa transisi dari pemilukada oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat secara proporsional menuju pemilukada secara 
langsung yang saat ini bersama dirasakan. Pemilihan Kepala Daerah 
merupakan momen politik yang telah diadakan serentak semenjak bulan Juni 
2005 sebagai ekses dari pemilihan Presiden langsung untuk alasan penegakan 
demokrasi lokal di Daerah. 
Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah secara langsung ini menurut 
UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 diberikan kewenangan kepada 
Komisi Pemilihan Umum Daerah, tidak saja merencanakan, melaksanakan 
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dan mengendalikan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tetapi juga 
diberi kewenangan menyusun semua tata cara yang berkaitan dengan tahap 
persiapan dan pelaksanaan dengan berpedoman kepada peraturan pemerintah 
daerah. 
Pemberian wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah sama 
sekali tidak sedikit pun dikaitkan dengan Komisi Pemilihan Umum Pusat. 
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Sistem pilkada secara 
langsung merupakan keputusan yang tepat dalam rangka politik desentralisasi 
dan demokrasi lokal. Hal serupa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 
tahun 2004 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan daerah  yang 
dianut Indonesia saat ini. 
Mulai bulan juni 2005, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik 
Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, maupun Walikota/Wakil 
Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat.Pemilihan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Pasal 56 jo Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah (PP) 
No.6/2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan 
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Secara eksplisit 
ketentuan tentang pilkadasung tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas 
yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada. Dalam pasal 56 ayat (1) 
disebutkan : “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu 
pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 
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Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan 
pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan 
pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan 
kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga 
mendimanisir kehidupan demokrasi di Tingkat lokal. Keberhasilan pilkada 
langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai 
kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan 
rasioanalitas rakyat sendiri. 
Dengan lahirnya UU No.32/2004 dan PP No. 6/2005, sebagaimana 
disebutkan dimuka, akhirnya pilkada langsung merupakan keputusan hukum 
yang harus dilaksanakan. Dengan pemilihan langsung, yang menggunakan 
asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, pilkada langsung 
layak disebut sebagai sistem rekrutmen pejabat publik. 
Proses pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung dengan 
ketentuan one man one vote, sedangkan pemerintah pusat dalam hal ini 
Presiden hanya berperan dalam pengesahan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaan 
pilkada secara langsung merupakan representasi Negara demokrasi yang juga 
didukung oleh teori kedaulatan rakyat, sebagaimana dikutip oleh Hendry 
B.Mayo selengkapnya memberikan pengertian demokrasi adalah Sistem 
politik demokratis adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum 
ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif 
oleh rakyat dalam pemelihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip 
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kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana yerjaminnya kebebasan 
politik.  
Huntington menyatakan sebuah sistem politik sudah dapat dikatakan 
demokratis bila pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem 
itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, langsung, jujur dan berkala di 
dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan 
hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara
29
 
Pelaksanaan pilkada Kabupaten Tegal merupakan suatu kebutuhan yang 
jelas dengan pemilihan secara langsung. Beradasarkan Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih 
langsung oleh rakyat. Sebelumnya kepala daerah dipilih oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah ternyata membawa kekecewaan masyarakat. Fakta 
tersebutterjadi karena: pertama, politik oligarki yang dilakukan legislatif 
rentan terjadi kepentingan partai dan elit partai yang memanipulasi 
kepentingan masyarakat luas. Kedua, mekanisme pemilihan Kepala Daerah 
cenderung menciptakan ketergantungan kepala daerah terhadap legislative. 
Dampak dari pilkada tidak langsung adalah Kepala Daerah lebih 
bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah daripada 
kepada masyarakat. Dampak lebih lanjutnya adalah kolusi dan money 
politics, khususnya pada proses pemilihan kepala daerah, antara calon dengan 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketiga, terjadi pencopotan 
                                                             
29
 Huntington. Op Cit. hal. 147.  
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dan/atau tindakan over lain dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah terhadap Kepala Daerah yang berdampak pada politik yang tidak 
stabil dan pemerintahan lokal. Pemilihan Kepala Daerah secara langsung, 
rakyat berpartisipasi langsung menentukan pemimpin daerah. 
Pilkada langsung merupakan wujud dari azas responsibilitas dan 
akuntabilitas. Pemilihan secara langsung menuntut Kepala Daerah harus 
bertanggungjawab langsung kepada rakyat. Pilkada langsung lebih akuntabel, 
karena rakyat tidak harus menitipkan suara melalui Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tetapi dapat menentukan pilihan berdasarkan kriteria yang 
jelas dan transparan. Pilkada langsung memiliki keunggulan antara lain: 
memutus politik oligarki, memperkuat checks and balances dengan badan 
legislatif, legitimasi yang kuat karena langsung mendapat mandat dari rakyat, 
menghasilkan Kepala Daerah yang akuntabel. 
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 merupakan agenda politik 
nasional dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak, di 
171 daerah. Pilkada 2018 akan digelar di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 
kota melalui sistem pemilihan secara langsung, satu orang satu suara.  
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Pemilukada Di Kabupaten Tegal 
Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 pasal 18. Urusan pemerintahan berdasarakan UU Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 9 terdiri dari urusan pemerintahan 
absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. 
Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang 
sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, Pemerintah Pusat dapat 
melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal 
yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 
berdasarkan asas Dekonsentrasi. Instansi Vertikal disini adalah perangkat 
kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus 
Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam 
wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut 
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meliputi: politik luar negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; Moneter dan 
fiskal nasional; dan Agama. 
Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi 
antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan 
menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip 
akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. 
Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas 
Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. 
Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang 
berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak 
berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang 
berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: pendidikan; kesehatan; 
pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan 
permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; 
dan sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan 
Pelayanan Dasar meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan 
pelindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi 
kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan Desa; 
pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi 
dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal; 
kepemudaan dan olah raga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; 
dan kearsipan. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: kelautan 
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dan perikanan; pariwisata; pertanian; kehutanan; energi dan sumber daya 
mineral; perdagangan; perindustrian; dan transmigrasi. 
Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan 
umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja 
masing-masing dibantu oleh Instansi Vertikal. Dalam melaksanakan urusan 
pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui 
Menteri dan bupati/wali kota bertanggung jawab kepada Menteri melalui 
gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.  
Pemerintahan Daerah Kabupaten Tegal merupakan penyelenggaraan 
urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi 
seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
di Kabupaten Tegal. Di dalam Pemerintahan Kabupaten Tegal terdiri dari 
Pemerintah Kabupaten Tegal (Pemkot Tegal) dan Dewan Perwakilan Daerah 
Kabupaten Tegal (DPRD Tegal). Dalam melaksanakan tugasnya sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, keduanya dibantu oleh perangkat 
daerah. 
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Gubernur/ Wakil Gubernur, 
Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota, adalah jabatan politik 
atau jabatan publik yang di dalamnya melekat mekanisme dan nilai-nilai 
demokratis (terbuka dan akuntabel) dalam proses pemilihan, 
pertanggungjawaban tugas, serta pemberhentiannya. 
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Mekanisme pemilihan Kepala Daerah disebut demokratis apabila 
memenuhi beberapa parameter. Mengutip pendapat Robert Dahl, Samuel 
Huntington, Bingham Powel, Afan Gaffar dan kawan-kawan mengatakan, 
parameter untuk mengamati terwujudnya demokrasi antara lain Pemilihan 
umum, Rotasi kekuasaan, Rekrutmen secara terbuka dan Akuntabilitas 
publik. 
Pilkada merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap 
tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik 
Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil 
Walikota. Dalam kehidupan politik di daerah, Pilkada merupakan salah satu 
kegiatan, yang nilainya equivalen dengan pemilihan anggota DPRD. 
Equivalensi tersebut di tunjukan dengan kedudukan yang sejajar antara 
kepala daerah dan DPRD. Hubungan kemitraan dijalankan dengan cara 
melaksanakan fungsi masing-masing sehingga terbentuk mekanisme check 
and balance. Oleh sebab itu, Pilkada sesungguhnya bagian dari sistem politik 
di daerah. Sistem Pilkada juga bagian dari sistem politik di daerah. 
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada dasarnya 
merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah, berikut diajukan 
tinjauan hukum tentang pemilihan kepala daerah menurut peraturan 
perundang-undangan, baik menurut undang-undang meupun aturan 
pelaksananya. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 32 Tahun2004 
disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam 
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satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas 
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
Pemilihan umum kepala daerah atau bisa disingkat pilkada, bisa 
dilakukan secara langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. Pilkada langsung pertama kali diselenggarakan 
pada bulan juni 2005 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan daerah, Pilkada langsung dinilai lebih demokratis 
dan dianggap sebagai cita-cita reformasi yang ingin mengembalikan 
kedaulatan ke tangan rakyat. Karena itu, Pilkada langsung dianggap sebagai 
hak warga negara yang dijamin konstitusi. Pada tahun 2014 yang lalu terjadi 
polemik di Indonesia dengan adanya usulan untuk merubah pilkada langsung 
menjadi tidak langsung, tetapi polemik itu berhasil diredam dengan keluarnya 
2 Peraturan Pengganti Undang-Undang (perppu) yaitu, pertama Perppu 
Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. 
Yang sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Dan yang kedua Perppu kedua 
yang terkait dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah yang isinya menghapus kewenangan DPRD untuk 
melaksanakan pemilihan kepala daerah. 
Pada tahun 2015 Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dan serentak 
dilakukan diseluruh indonesia, tetapi terdapat polemik baru yaitu munculnya 
calon tunggal di beberapa daerah salah satunya di daerah kabupaten 
Tasikmalaya dengan calon tunggal kepala daerah yaitu, Uu Ruzhanul Ulum 
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dan pasangannya H Ade Sugianto tentu polemik ini baru terdengar sepanjang 
sejarah pemilihan kepala daerah di indonesia, walaupun didalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, 
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan dalam Pasal 49 ayat 
(9), Pasal 50 ayat (9) yang pada intinya menyebutkan bahwa Komisi 
Pemilihan Umum (kpu) membuka kembali pendaftaran dan penundaan 
pemilihan umum selama 3 hari dan pada Pasal 51 ayat (2), dan Pasal 52 ayat 
(2) yang pada intinya menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum 
menetapkan minimal 2 pasang calon kepala daerah. 
Pada 27 Juni, KPUD Kabupaten Tegal telah menggelar secara bersamaan 
Pemilihan Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati Tegal 2018. 
Terdapat 1.171.029 warga Tegal yang masuk dalam daftar pemilih tetap 
(DPT) pilkada yang tersebar di 2.577 TPS. Surat suara harus dicetak 
sebanyak 102,5% DPT karena 2,5% surat dialokasikan sebagai cadangan. 
Setelah rapat pleno hasil Pilkada, KPU Kabupaten Tegal akhirnya 
menetapkan paslon nomor urut 3 yaitu Umi Azizah - Sabilillah Ardie 
memeroleh suara terbanyak Paslon yang diusung PKB dan didukung oleh 
Partai Gerindra, PAN, PKS dan Hanura ini memperoleh sebanyak 518.017 
suara atau 70,94 persen. Sedangkan paslon nomor 2 Haron Bagas Prakosa-
Drajat memperoleh 148.000 suara atau 20,27 persen. 
 
47 
 
 
B. Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Umum Kepala 
Daerah (Pemilukada) di Sekretariat daerah Kabupaten Tegal 
Ketentuan terkait dengan Netralitas ASN telah diatur sedemikian rupa 
melalui beberapa perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga dilaksanakan dengan asas 
netralitas, netralitas yang artinya bahwa setiap ASN sebagai ASN tidak 
berpihak kepada segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada 
kepentingan siapapun dalam kegiatan politik. Peraturan Pemerintah Nomor 
37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota 
Partai Politik, dalam undang-undang ini secara tegas melarang segala bentuk 
keterlibatan ASN dalam Partai Politik, karena jika seorang ASN terlibat 
dalam Partai Politik maka sama saja ASN tersebut telah berpihak secara 
politik dan telah melanggar prinsip netralitas. Peraturan Pemerintah Nomor 
53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN juga menegaskan bahwa ASN harus 
bersikap netral dengan mematuhi ketentuan. mengenai kewajiban dan 
larangan menurut Pasal 3 dan 4 dalam PP ini, terlebih lagi dalam 
penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah. Ketentuan lainnya juga 
terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang dalam Pasal 70 ayat (1) yang 
melarang ASN terlibat dalam kegiatan kampanye calon Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah. 
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Pelaksanaan netralitas ASN dalam pemilihan umum kepala daerah 
khususnya, mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : SE/06/ M.PAN-RB/11/2016 
tentang Pelaksanaan Netralitas dan Penegakan Disiplin serta Sanksi Bagi 
Aparatur Sipil Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 
secara Serentak Tahun 2017, yang secara tegas memerintahkan agar setiap 
ASN menaati seluruh ketentuan  perundang-undangan terkait netralitas 
khususnya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 53 Tahun 2010 
Disiplin ASN. Berkaitan dengan sanksi pidana bagi ASN dalam 
penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan apabila melanggar Pasal 
280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,  akan 
dikenakan Pasal 494 menurut undang-undang ini berupa pidana kurungan 
penjara maksimal 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp. 12.000.000,00 (dua 
belas juta rupiah). 
Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran akan 
dipanggil oleh Pejabat yang berwenang untuk diperiksa. Panggilan tersebut 
dilakukan dengan lisan. Namun bila dengan cara tersebut tidak hadir, maka 
panggilan dilakukan secara tertulis. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang 
diduga melakukan pelanggaran tidak memenuhi panggilan pertama, maka 
akan dibuat panggilan kedua. Dan apabila pada panggilan kedua Pegawai 
Negeri Sipil tersebut tidak hadir, maka hal tersebut tidak menghalangi pejabat 
yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin. 
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Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana yang tertuang 
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN pasal 2 huruf f, 
menyebutkan “Asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah 
Netralitas” Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pengawai ASN tidak 
berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada 
kepentingan siapapun. Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah serentak 
Tahun 2018, diharapkan setiap Pegawai ASN dapat bersikap netral. Hal 
tersebut dikarenakan netralitas ASN merupakan pilar penting dalam 
kelangsungan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (good 
governance). Oleh karena itu, pegawai ASN sebagai unsur aparatur negara 
yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, 
jujur, adil dan merata. 
Peran Pegawai ASN sebagaimana yang dimaksud untuk 
menwujudkan ASN yang bersih dalam upaya menciptapkan good 
governance. Makna good dalam good governance mengandung 2 (dua) 
pengertian. Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak 
rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam 
mencapai tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan 
keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dan pemerintah yang efektif dan 
efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. 
Sedangkan untuk makna Governance, World bank mendefinisikan sebagai 
penyelenggaraaan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, 
sejalan dengan demokrasi serta pasar yang efisien dan penghindaran salah 
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alokasi dana investasi langkah pencegahan korupsi, baik secara politik 
maupun administratif serta menjalankan disiplin dengan anggaran serta 
penciptaan llegal dan political framework. 
Namun selama ini ASN tidak bisa bersikap netral, karena mudah 
terbawa arus politik dan perlu melakukan lobi untuk mendapatkan promosi 
jabatan. Perbuatan oknum ASN dalam mendukung pasangan calon Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi berita sering sekali muncul dalam 
pemberitaan seputar Pilkada. Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa ASN 
sering terlibat dalam ranah perpolitikan.  
Hal itulah terjadi di Kabupaten Tegal, yang menjadi salah satu daerah 
ikut serta merayakan pesta demokrasi secara serentak diseluruh Indonesia 
Tahun 2018, yaitu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. 
Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tegal yang melibatkan tiga pasangan 
calon, dimana pasangan calon nomor urut 1 (satu) yakni Rusbandi-Fatkhudin; 
pasangan paslon nomor 2 yakni Haron Bagas Prakosa- Drajat dan dan 
pasangan calon nomor urut 3 yakni Faisal Andi Sapada dan Asriady. Salah 
satu calon dari pasangan calon nomor 1 (satu) yakni Umi Azizah dan 
Sabilillah Ardie merupakan calon petahana (incumbent), yang sebelumnya 
adalah Wakil Bupati Kabupaten Tegal periode 2013-2018. 
Dengan adanya calon petahana pada pelaksanaan Pilkada di 
Kabupaten Tegal, sehingga para ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Tegal dilematis dalam proses Pilkada yang berlangsung sekarang ini. Hal itu 
terkait tugas dan tanggungjawab mereka selaku Pegawai ASN sebagai abdi 
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negara yang harus melayani masyarakat secara adil atau tidak berpihak. 
Disisi lain ASN tersebut juga sebagai bawahan yang harus menjalankan 
perintah atasannya. Keadaan itu semakin sulit karena atasan mereka juga 
mencalonkan kembali menjadi Bupati Kabupaten Tegal pada periode 2018-
2023. 
Bersikap netral menjelang pesta demokrasi Pilkada, tentu saja tidak 
ditunjukkan semata pada pejabat yang berencana mencalonkan kembali atau 
dengan kata lain incumbent. Tapi suatu hal yang harus dipahami seorang 
ASN mereka harus mampu menempatkan diri sebagai abdi Negara dlam 
pelayan publik yang profesional dan berkualitas, bukan melayani kepentingan 
pribadi, kelompok atau calon tertentu. ASN yang bekerja di birokrasi 
seharusnya lebih ditempatkan sebagai penjaga aturan pemain yang disepakati 
lewat proses demokrasi. Oleh karena itu, birokrasi seharusnya bersifat netral, 
bersih, dan profesional. 
Pelanggaran-pelanggaran terhadap netralitas ASN dalam tahapan 
Pilkada di Indonesia sudah lama terjadi, apalagi dalam Pilkada serentak, 
pemberitaan tentang perlibatan ASN misalnya dalam proses sebelum dan 
sesudah masa kampanye. Di sisi lain, mereka paham bahwa ada peraturan 
tegas yang mengharuskan ASN netral dan tidak boleh berpihak pada salah 
satu pasangan calon Pilkada. Karena apabila mereka (ASN) melanggar 
peraturan peraturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan jenis 
pelanggaran yang mereka (ASN) lakukan. Dimana dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik 
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ASN pasal 11 huruf c, yang berbunyi : Dalam hal etika terhadap diri sendiri 
ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun 
golongan, maka ASN dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada 
keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat 
dalam politik praktis atau berafilasi dengan partai politik, misalnya. 
Sekretaris Daerah Pemkab Tegal, Bapak Widodo Joko Mulyono 
menyebut bahwa pelaksanaan Pilgub Jateng maupun Pilbup Tegal sejauh ini 
aman terkendali. Parrtisipasi masyarakat untuk mengikuti Pilgub maupun 
Pilbup Tegal sudah sesuai target yakni sebesar 70 persen. 
“Alhamdulillah pelaksanaan Pilgub Jateng maupun Pilbup Tegal 
berjalan lancar. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab 
Tegal akan bersifay netral tanpa tendensi ke salah satu pihak.  Jadi 
misalnya ditemukan ASN yang tidak netral tentunya akan dikenakan 
sanksi ya... sanksinya tegas dan berat bila ditemukan ASN yang tidak 
netral.” 
 
Sekretaris Daerah Pemkab Tegal, Bapak Widodo Joko Mulyono 
selanjutnya menjelaskan bahwa jika ada ASN yang tidak netral atau terlibat 
dalam kampanye salah satu calon maka mekanisme hukumannya melalui 
beberapa tahap, yaitu: 
“Jadi begini, kalau misalnya ada ASN yang ikut-ikutan kampanye 
salah satu calon maka ada beberapa prosedur yang diambil yaitu 
Tahap pertama dalam proses pemeriksaan Tahapan yang dilakukan ini 
telah sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah 
No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 
Berdasarkan aturan hukum yang berlaku, penjatuhan sanksi dilakukan 
oleh pejabat atau instansi yang berwenang. Adapun yang berwenang 
menjatuhkan sanksi yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara yang tetap 
menkoordinasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian. Adapun 
sanksi yang diberikan kepada ASN tidak netral sesuai dengan tingkat 
pelanggaran ASN tersebut. Dimana jika ASN melakukan pelanggaran 
kode etik maka dikenakan sanksi moral maupun sanksi adminitratisi. 
53 
 
 
Sedangkan ASN melakukan pelanggaran terkait disiplin Pegawai 
Negeri Sipil (ASN) maka dijatuhkan  hukuman disiplin ASN” 
 
Latar belakang kebijakan netralitas politik ASN adalah bahwa 
berdasarkan pengalaman sejarah utamanya pada masa Orde Baru, ASN telah 
dimanfaatkan oleh penguasa politik dengan memobilisir untuk mendukung 
pemenangan organisasi politik penguasa dalam pemilihan umum. Aparatur 
Sipil Negara sebagai ujung tombak terdepan dalam penyelenggaraan Pemilu 
harus memiliki kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, 
ketertiban, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, 
akuntabilitas, efisien dan efketivitas. 
 
C. Pengawasan yang dilakukan dalam kaitannya dengan netralitas 
Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilukada di Sekretariat daerah 
Kabupaten Tegal 
Pengawasan yang dilakukan dalam kaitannya dengan netralitas 
Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pemilukada di Sekretariat daerah 
Kabupaten Tegal dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 
Pelatihan (BKPP), dan Bawaslu.  
Di dalam BKPP terdapat Tim Satgas Netralitas ASN yang dibentuk 
sebelum Pemilukada, didalam Tim ini juga tidak terdapat laporan masuk 
mengenai adanya ASN yang tidak netral. Jika terdapat masyarakat yang 
menemukan adanya ASN yang tidak netral bisa melapor ke BKPP, lalu 
BKPP akan mengarahkan. Bentuk pencegah dari BKPP dalam pelaksanaan 
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asas netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan umum Kepala Daerah 
serentak tahun 2017 lalu di Kota Yogyakarta salah satunya adalah 
Menyebarkan Surat Edaran Nomor SE/06/M.PAN-RB/11/2016 tentang 
Pelaksanaan Netralitas dan Penegakan Disiplin Serta Sanksi Bagi Aparatur 
Sipil Negara Pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 
(Pilkada) Secara Serentak. 
Inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang 
mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah 
daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah. Lembaga ini merupakan 
suatu lembaga pengawas di lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat 
daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan 
keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam 
menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Inspektorat kabupaten/kota 
adalah aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada bupati/walikota. Inspektorat daerah merupakan lembaga 
penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih. Banyak hal 
dapat dicapai apabila institusi ini mampu menjalankan tugas-tugas 
pengawasan dan pencegahan. 
Menurut hasil wawancara dengan pihak Inspektorat yang diwakili oleh 
Bapak ............ selaku Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan & Aparatur 
menyampaikan di Inspektorat Kabupaten Tegal, tidak ada laporan masuk 
mengenai adanya ASN yang tidak netral dalam Pemilihan umum kepala 
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daerah tahun 2018 di Kabupaten Tegal dan Inspektorat sebagai lembaga 
pengawas di lingkungan pemerintah salah satu tugasnya adalah mengawasi 
netralitas ASN. Seandainya Inspektorat Daerah menemukan ada ASN yang 
diduga tidak netral dalam pemilihan umum kepala daerah, maka inspektorat 
akan menindak lanjut dengan melakukan pemeriksaan, mengumpulkan 
informasi dan bukti-bukti atau saksi-saksi yang mengarah pada dugaan. 
Apabila setelah itu didapati bukti awal yang cukup berkaitan dengan ASN 
yang tidak netral maka Inspektorat Daerah akan melaporkan hal ini ke Bupati 
selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, selanjutnya Bupati akan melaporkan 
lagi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).  
KASN berdasarkan Pasal 19 UU No. 5 Tahun 2014 merupakan 
lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik. 
Kemudian keberadaannya diperkuat lagi dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b 
bahwa untuk menyelenggarakan kekuasaan, Presiden mendelegasikan 
sebagian kekuasaannya kepada KASN yang berkaitan dengan kewenangan 
monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen ASN untuk 
menjamin perwujudan Sistem Merit serta pengawasan terhadap penerapan 
asas serta kode etik dan kode perilaku ASN. 
KASN setelah menerima laporan dari Bupati akan memeriksa dan 
selanjutnya akan memberikan rekomendasi. Rekomendasi tersebut akan 
ditindak lanjut oleh Inspektorat Daerah dengan melakukan pemeriksaan 
lanjutan dan penjatuhan sanksi. Sanksi yang dimaksud disini adalah sanksi 
ringan, sanksi sedang dan sanksi berat. Pemberian sanksi mengacu pada 
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Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri 
Sipil, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 21 Tahun 2010 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin ASN, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : SE/06/ M.PAN-RB/11/2016 
tentang Pelaksanaan Netralitas dan Penegakan Disiplin serta Sanksi Bagi 
Aparatur Sipil Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati secara Serentak. 
Tingkat dan Jenis Sanksi ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) sampai (4) PP 
No. 53/2010, dimana Tingkat Hukuman Disiplin terdiri dari hukuman disiplin 
ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Jenis hukuman 
disiplin ringan sebagaimana dimaksud terdiri dari teguran lisan, teguran 
tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin 
terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, 
penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dan penurunan pangkat 
setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun. Jenis hukuman disiplin berat 
terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, 
pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. 
Mengenai sanksi mana yang akan dijatuhkan yaitu berdasarkan tingkat 
pelanggarannya. Jika tergolong sedang atau berat maka Tim Penegak Disiplin 
Kabupaten/Kota terdiri atas Inspektorat Daerah, BKPP, dan Bagian Hukum 
akan melakukan klarifikasi kepada ASN yang bersangkutan sebagai 
pertimbangan Walikota memberikan hukuman disiplin. Saat klarifikasi akan 
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dipanggil ASN yang melanggar tersebut dan atasannya untuk dimintai 
keterangan. Untuk sanksi ringan akan diberikan oleh atasan langsung. Selain 
panwaslu yang bisa lansung merekomendasikan ke Inspektorat Daerah, 
panwas juga bisa melapor ke Bupati lalu Bupati yang akan 
merekomendasikan ke Inspektorat Daerah. 
Komisi Pemilihan Umum atau KPU, memiliki peranan penting dalam 
kesuksesan pemilu atau Pemilukada di Indonesia. KPU sebagai badan 
independen beranggotakan orang-orang terpilih dengan masa kerja yang telah 
ditentukan oleh undang-undang. KPU ada di pusat dan daerah, untuk KPU 
yang berada di daerah sering disebut KPUD (Komisi Pemilihan Umum 
Daerah). KPU adalah badan Independen yang fungsi tugasnya ditetapkan di 
Undang-undang KPU. Dalam penyelenggaraan pemilu. KPU ini tidak hanya 
berurusan dengan partai politik peserta pemilu, tetapi juga harus berhadapan 
langsung dengan pemerintah dan masyarakat luas. Meskipun harus 
berhadapan dengan para pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan 
pemilu, KPU dituntut untuk senantiasa konsisten melaksanakan segala tugas 
dan wewenangnya.  
Menurut hasil wawancara dengan pihak KPU yang diwakili oleh Bapak 
Sukartono, M.M.  menyampaikan KPU Kabupaten Tegal tidak mempunyai 
kewenangan mengenai pelaksanaan asas netralitas pegawai negeri sipil. 
Kewenangan KPUD ini hanya menindak pelanggaran yang bersifat 
administratif seperti pelanggaran-pelanggaran dalam kampanye dan atribut 
kampanye, jadi hanya yang berkaitan langsung dengan peserta pemilu. 
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Meskipun tugas dan wewenang KPU banyak, namun masih bersifat pasif dan 
menempatkan KPU sebagai lembaga administratif belaka. Padahal sebagai 
salah satu pilar penyelenggara demokrasi seharusnya KPU dapat lebih 
bersifat aktif dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk 
mewujudkan cita-cita pemilu itu sendiri. Maksud dari pasif disini adalah 
kewenangan KPU hanya bersifat administratif sehingga masih membuka 
pintu kesempatan bagi peserta pemilu dalam melakukan pelanggaran dan hal-
hal lainnya yang tidak sesuai dengan cita-cita dan asas pemilu itu sendiri. 
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BAB IV 
P E N U T U P 
A. Kesimpulan 
Pengaturan Prinsip Netralitas Pegawai Negeri Sipil (ASN) diatur 
melalui beberapa perundang-undangan antara lain 
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 2 huruf f 
bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan asas 
netralitas, selain itu undang-undang ini memuat sanksi administratif 
terdapat pada Pasal 87 ayat (4) huruf b. 
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-undang dalam Pasal 70 
ayat (1) yang melarang pelaksanaan kampanye melibatkan ASN. 
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang 
mengatur terkait sanksi pidana terdapat dalam Pasal 494. 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan ASN 
Menjadi Anggota Partai Politik. 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa 
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN yang 
mengatur berkaitan dengan Larangan bagi ASN terdapat pada Pasal 4 dan 
Hukuman Disiplin bagi ASN yang tidak netral terdapat pada Pasal 7, PP ini 
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juga mengatur mengenai sanksi administratif yang terdapat pada Pasal 2 
ayat (2) dan Pasal 9 ayat (10). 
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi Nomor : SE/06/ M.PAN-RB/11/2016 tentang Pelaksanaan 
Netralitas dan Penegakan Disiplin serta Sanksi Bagi Aparatur Sipil Negara 
pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara Serentak 
Tahun 2017, yang secara tegas memerintahkan agar setiap ASN menaati 
seluruh ketentuan perundang-undangan terkait netralitas khususnya UU No. 
5 Tahun 2014 tentang ASN dan PP No. 53 Tahun 2010 Disiplin ASN. 
8. Pelaksanaan Netralitas Aparatur Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum 
Kepala Daerah di Kabupaten Tegal pada Tahun 2018 tidak terdapat ASN 
yang terbukti tidak netral secara keseluruhan menurut penilaian dari Badan 
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tegal, Inspektorat 
Kabupaten Tegal, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal. Hanya 
saja terdapat 3 ASN yang teridikasi/ diguga melakukan ketidaknetralan 
ASN berdasarkan data yang diperoleh dari Bawaslu Kabupaten Tegal. 
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B. Saran 
1. Sebagai Abdi negara sudah seharusnya netralitas ASN dalam pilkada 
dipertahankan, mengingat betapa besar pengaruhnya bagi proses 
demokratisasi, tidak saja bagi terjaminnya hak suara dan profesionalitas 
ASN tetapi juga menciptakan pilkada yang berkualitas dan bermutu. Salah 
satu gagasan untuk menciptakan peran ASN modern dalam fungsinya 
yang ideal adalah ASN yang netral. Netral berarti menempatkan posisi 
ASN pada wilayah yang seharusnya, yakni sebagai alat negara yang 
menjalankan tugas kenegaraan. Pengabdian yang harus diberikan oleh 
ASN bukan kepada parpol atau golongan tertentu, melainkan kepada 
masyarakat secara keseluruhan. Menahan diri untuk tetap netral dan 
mengabdi secara professional, serta berkarir secara alamiah, membuat 
ASN tidak lagi dihantui rasa was-was dalam meniti karier dan tidak 
terbawa arus pusaran politik sesaat. 
2. Dalam rangka mempertahankan netralitas ASN dalam pilkada pemberian 
sanksi harus dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu, sebab 
ketidakoptimalan pelaksanaan kebijakan netralitas ASN berawal 
darikurang kuatnya aturan main, lemahnya pengawasan, dan belum 
berjalannya penegakan hukum dengan baik. Selain itu penilaian pegawai, 
promosi dan mutasi jabatan dalam birokrasi diharapkan dilakukan secara 
transparan dan berdasarkan variabel-variabel objektif seperti kompetensi, 
prestasi kerja dan daftar urut kepangkatan (DUK) serta jejak rekam karier 
seorang birokrat. Sehingga ada kepastian karir ASN dan tidak jatuh 
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bangun seirama naik turunnya pejabat politik dari satu pilkada ke pilkada 
berikutnya. ASN dituntut bertindak profesional antara menjaga netralitas 
dalam memberikan pelayanan sekaligus tetap menjunjung 
loyalitasterhadap atasan, meskipun beda warna politiknya. Sehingga ASN 
tidak mudah terbawa arus pusaran politik atau terkooptasi oleh 
kepentingan politik atasannya. 
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